DOKUMEN

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SMA NEGERI 1 MOTOLING BARAT




BUPATI MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR: (I TAHUN 2009

. TENTANG
IJIN PENYELENGARAAN SMA NEGERI 1 MOTOLING BARAT
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Peemohonan Iinn Operasional Panitia Pembangunan SMA Negeri 1
Matoling Barat Nomor @ 01/Pan-SMAN-Mtlg Brtl/IV-2009

tasil telaah dan evaluasi yang dilakukan Tim Teknis Cinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan.

bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga
,masyarakat dan pemerintah;

bahwa masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut
s€ita meyelengarakan,memajukan dan mengembangkan pendidikan
sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam
Undang-Undany  Dasar 1945, maka dipandang perlu diberikan
- kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan Sekolah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a

dan b perly memberikan 1jin Operasional penyelengaraan SMA Negeri di
P sanatan Botchineg fao

1, Uné:.mg-Undnng Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273):

2, Undang-Undang Momor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan
Nasional (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor /8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembanguran Nasional ( Lembaran Negara Republik Irdonesia Tahun
2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran  Negara  Republik  indonesia  Nomor 4437)

sehagaimana teloh dibah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembinan Negora Republik Indonesia * Tahun 2008 Nomor
99 Tambahan L embaran Megara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undand-Undanyg Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Jitatg Pemenntgh Puysal dan Pemernintah Daerah (Lembaran Negara

Repubhk  [econesia Tabun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintalhy Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar
dan Menenoah (L.Lembar Nenara Roniihiil TAAARARIia Takiia 1AAA A1 .



R Memmenntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
- flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
m Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496),

MEMUTUSKAN ;
etapkan

TAMA Qperasional P'enyelengaraan SMA Negeri | Motoling Barat .

Moeoling Barot Kabupaten Minahasa Selatan.
A ) Iin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum
s memperhatikan hal-hal sebagai berikut
s@giatan Belajar Mengajar harus mengunakan kurikulum sesuai
g bertaky;

uan penyelengaraan SMA yang berlaku dan secara berkala

'ngan Keadaan SMA Kepada Bupati Minahasa Selatan
M Dinas Perdidikan Pemuda dan Olahraga.

A Pnnsip Penyelengaraan Manajemen Peningkatan Mutu

Mengaracn SMA tidak sesual dengan ketentuan yang berlaku
pada Diktum KEDUA maka ijin dimaksud akan dicabut.

H Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan untuk
; demi kelancaran penyelengaraan Sekolah tersebut.

hmuds berlaku sejak tangqal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
:.ln ternyata terdapat kekeliruan akon  diadakan perbatkan
. £

Ditetapkan di : Amurang

Pada_tanggal C 15 APRI\L. 2009

BUPATI MINAHASA SELATAN
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